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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 174 /PMK.02/2017
TENTANG

PENGELOLAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan

Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun
2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi
Iuran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pengelolaan akumulasi

iuran pensiun dan penyempurnaan beberapa ketentuan
mengenai pengelolaan akumulasi iuran pensiun, perlu
mengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor

53/PMK.02/2016 tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran
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Mengingat

1.

Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Akumulasi Iuran
Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang
Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5792);

. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang

Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, Penyetoran, dan
Besarnya Iuran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977
tentang Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden
Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan,
Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-luran
yang Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan

Penerima Pensiun;
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Menetapkan :

2017, No.1681

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGELOLAAN
AKUMULASI IURAN PENSIUN PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA, DAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Iuran Pensiun adalah iuran bulanan yang dipungut dari
setiap Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian
Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor
56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara
Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-luran yang
Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang
Perubahan dan Tambahan atas Keputusan Presiden Nomor
56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara
Pemotongan, Penyetoran, dan Besarnya Iuran-luran yang
Dipungut dari Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan
Penerima Pensiun.

2. Dana Belanja Pensiun adalah dana yang sebagian atau
seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang digunakan untuk membayar pensiun,
tunjangan anak yatim/piatu, tunjangan anak yatim piatu,
tunjangan orang tua, uang tunggu, uang duka walfat,
pensiun terusan, dan tunjangan cacat.

3. Bank Pemerintah adalah bank umum sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan,
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yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Bursa Efek adalah bursa efek sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.

Surat Berharga Negara adalah surat berharga yang
diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk
surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang mengenai surat utang negara dan surat berharga
syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang mengenai surat berharga syariah negara.

Manajer Investasi adalah manajer investasi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pasar modal.
Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah yang
selanjutnya disingkat PUM KPR adalah sejumlah uang
sebagai pinjaman tanpa bunga untuk mendapatkan kredit
pemilikan rumah yang diberikan kepada Prajurit Tentara
Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik
Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

BAB II
AKUMULASI IURAN PENSIUN

Pasal 2

Akumulasi Iuran Pensiun bersumber dari:

(1)

[uran Pensiun;

hasil pengembangan Iuran Pensiun; dan

pendapatan selain huruf a dan huruf b meliputi:

1. imbal jasa (fee) penyaluran Dana Belanja Pensiun; dan

2. pendapatan sewa aset program pensiun.

Pasal 3
Pengelolaan akumulasi Iuran Pensiun dilaksanakan oleh

pengelola program.
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(2) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(Persero) merupakan pengelola program sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4
Pengelola program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
melaksanakan pengelolaan akumulasi [uran Pensiun melalui:
a. penggunaan; dan

b. pengembangan.

Pasal 5
Pengelolaan akumulasi luran Pensiun dilakukan secara optimal
dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas,

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.

BAB III
PENGGUNAAN AKUMULASI IURAN PENSIUN

Pasal 6

Akumulasi Iuran Pensiun dapat digunakan untuk:

a. pembayaran manfaat pensiun;

b. pembayaran talangan manfaat pensiun awal tahun;

c. pembayaran talangan kekurangan alokasi manfaat pensiun;
d. pembayaran biaya penyelenggaraan;

e. pengembangan dalam instrumen investasi;

f. PUM KPR;

g. pemenuhan kewajiban perpajakan; dan/atau

h. pengembalian nilai tunai luran Pensiun.

Pasal 7
Penggunaan akumulasi Iuran Pensiun untuk pembayaran
manfaat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a

dapat dilakukan sesuai dengan kebijakan Pemerintah.
Pasal 8

(1) Penggunaan akumulasi luran Pensiun untuk pembayaran

talangan manfaat pensiun awal tahun sebagaimana
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